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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya 
terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintahan pusat memberikan 
wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan 
pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan 
daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. 
Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia membuka kebebasan bagi 
masyarakatnya untuk dapat mengemukakan pendapat atau aspirasinya baik positif 
maupun negatif. Era demokrasi ini berdampak pada masyarakat yang semakin 
kritis dalam menanggapi perubahan keadaan. Pengekspresian kritisnya 
masyarakat tersebut salah satunya dapat kita lihat melalui maraknya demonstrasi, 
baik oleh kalangan mahasiswa maupun masyarakat melalui organisasi masyarakat 
atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Demonstrasi dapat berupa orasi di 
perusahaan atau lembaga pemerintahan, berbagai aksi pemogokan, dsb. Isu-isu 
atau pendapat dan tindakan yang berkembang di masyarakat tersebut dapat di 
kategorikan sebagai aspirasi masyarakat.  
Aspirasi masyarakat merupakan feed back atas kebijakan suatu 
instansi pemerintahan baik yang bersifat positif maupun negatif. Aspirasi 
masyarakat juga sangat berpengaruh besar terhadap kinerja dalam pemerintahan 
dan dapat menjadi gangguan operasional instansi pemerintahan bila tidak di 
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tanggapi dengan serius. Besarnya aspirasi terhadap instansi pemerintahan, 
mengharuskan instansi pemerintah mampu memonitoring isu yang berkembang di 
masyarakat terutama yang berkaitan dengan kepemerintahan. 
Tingginya tuntutan masyarakat akan pemenuhan informasi, dan 
kritisnya masyarakat dalam menyikapi isu di pemerintahan, menjadi alasan istansi 
pemerintahan seperti DPRD membutuhkan peran humas dalam monitoring 
aspirasi masyarakat. Seorang humas di pemerintahan dituntut untuk membangun 
dan mempertahankan image positif serta menjalin komunikasi yang baik dengan 
masyarakat maupun media. Dengan begitu seorang humas di DPRD menjadi 
ujung tombak dalam kelangsungan jalannya pemerintahan dalam menghadapi 
aspirasi masyarakat. 
Dari proses monitoring aspirasi masyarakat tersebut DPRD dapat 
mengetahui besarnya respon masyarakat terhadap kepemerintahan, reaksi 
masyarakat akan kebijakan pemerintah yang baru, keluhan bahkan kritik dan saran 
bagi pemerintahan. Maka humas di DPRD harus mempunyai kepekaan, 
kemampuan analisis yang tinggi sehingga tanggap akan keluhan-keluhan atau 
informasi melalui aspirasi masyarakat. 
Dalam mengelola aspirasi masyarakat tersebut, seorang humas di 
DPRD bukan hanya harus mampu menganalisis apakah bersifat negatif atau 
positif, namun juga menyampaikan dan mendiskusikan dengan bagian-bagian 
yang terkait. Sehingga keluhan dan informasi dari masyarakat tidak hanya 
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berhenti untuk sekedar diketahui oleh DPRD, namun juga diolah agar dapat 
bermanfaat bagi masyarakat banyak. 
Melalui monitoring aspirasi masyarakat ini seorang humas di DPRD 
harus menjadi yang petama kali dan mengetahui apa yang terjadi terhadap 
pemerintahan. Untuk itulah kepekaan sangat dibutuhkan oleh seorang humas 
bukan hanya untuk menanggapi permasalahan namun juga kepekaan dalam 
perkembanagan keadaan di DPRD. 
Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di sekertariat 
DPRD Kota Surakarta, DPRD Kota merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah yang Berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah Kota. 
Sekertariat DPRD Kota Surakarta memiliki tugas memberikan pelayanan 
administratif kepada Anggota DPRD Kota Surakarta. Bukan hanya perusahaan 
swasta saja yang menyadari pentingnya peranan humas dalam monitoring, namun 
juga di instansi pemerintahan seperti DPRD Kota Surakarta. 
  Di DPRD Kota Surakarta bagian humas melaksanakan monitoring 
aspirasi masyarakat salah satunya melalui media cetak lokal maupun nasional. 
Berita yang mengenai kegiatan anggota dewan atau berhubungan langsung 
dengan DPRD Kota Surakarta dirangkum dalam bentuk kliping, dianalisis isi 
beritanya, selanjutnya dikonsultasikan dengan komisi yang terkait. 
  Berdasarkan alasan-alasan pentingnya peran humas dalam 
memantau aspirasi masyarakat dan tugas-tugas yang dilakukan penulis selama 
KKM, maka dalam penulisan Tugas Ahkir ini penulis memilih judul PERAN 
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HUMAS DI DPRD KOTA SURAKARTA DALAM MONITORING ASPIRASI 
MASYARAKAT MELALUI MEDIA CETAK LOKAL MAUPUN NASIONAL. 
Penulis tertarik untuk mengangkat topik monitoring aspirasi masyarakat karena 
penulis menyadari pentingnya fungsi dan dampak aspirasi masyarakat bagi 
menyusun strategi di DPRD Kota Surakarta. 
 
B. Tujuan  
Selain sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar ahli madya 
bidang Komunikasi Terapan, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam proses 
Kuliah Kerja Media (KKM) dan pembuatan Tugas Ahkir antara lain : 
1. Mengaplikasikan ilmu mengenai Humas yang diterima di bangku kuliah 
untuk dapat diterapkan dalam dunia kerja yang sebenarnya. 
2. Penulis ingin mengetahui langsung tugas dan peran Humas di DPRD Kota 
Surakarta yang merupakan instansi pemerintah. Menarik untuk 
mengetahui  peran dan tugas Humas di isntansi pemerintah karena akan 
menambah wawasan yang selama ini hanya seputar perusahaan bisnis 
swasta. 
3. Melalui pelaksanaan tugas di bidang humas, penulis juga ingin mengetahui 
kendala-kendala yang dialami oleh seorang humas dan cara 
penyelesaiannya. Hal tersebut berkaitan dengan penerapan teori dalam 
dunia kerja yang nyata. 
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4. melatih kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas, mengasah dan 
meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan beradaptasi dengan banyak 
orang dari berbagai kalangan dalam dunia kerja. 
5. Memperoleh pengalaman nyata yang tergolong non-akademis dalam dunia 
kerja yang akan menjadi bekal dan nantinya berguba dalam menghadapi 
tantangan global dunia kerja. 
6. Melalui judul ” PERAN HUMAS DI DPRD KOTA SURAKARTA 
DALAM MONITORING ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI 
MEDIA CETAK LOKAL MAUPUN NASIONAL”diharapkan dapat 
menambah wawasan pembaca, bahwa tugas kliping yang biasanya 
dilakukan oleh seorang humas tidak disepelekan karena sangat penting. 
Karena melalui analisa kliping merupakan bentuk nyata dalam peran 
Humas dalam monitoring aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan 
image perusahan, dan penyusunan strategi atau kebijakan perusahaan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. KOMUNIKASI 
1. Pengertian Komunikasi 
 Istilah komunikasi atau dalam bahasa inggris communication berasal dari 
kata Latin communication, dan bersumber pada kata communis yang berarti sama. 
Sama di sini maksudnya adalah sama makna. 
 Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat dilancarkan 
secara efektif, para peminat komunikasi seringkali mengutip paradigm yang 
dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya, The Structure and Function 
of Communication in Society. Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk 
menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan : Who Says What In Which 
Channel To Whom With What Effect? (Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran 
Apa Kepada Siapa dan Dengan Efek Apa). (Onong Uchjana Effendy, 2005) 
 Dari paradigma Lasswell tersebut, maka dapat diketahui 5 (lima) unsur 
dalam komunikasi sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut, yakni : 
· Who   : Komunikator (communicator, source, sender) 
· Says What  : Pesan (message) 
· In Which Channel : Media (channel, media) 
· To Whom  : Komunikan (communicant,communicate, receiver, 
     recipient) 
· With What Effect : Efek (effect, impact, influence) 
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2. Proses Komunikasi 
Proses komunikasi terbagi menjadi 2 tahapan, yakni secara primer dan secara 
sekunder : 
1. Proses komunikasi secara primer 
 Adalah proses penyampaian pemikiran dan atau perasaan 
seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (symbol) 
sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi 
adalah bahasa, kial, isyarat. gambar, warna dan lain sebagainya yang 
secara langsung mampu “menerjemahkan” pikiran dan atau perasaan 
komunikator kepada komunikan. 
2. Proses komunikasi secara sekunder 
 Adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang 
lain dalam menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah 
memakai lambang pada media pertama. Surat, telepon, teleks, surat kabar, 
majalah, radio, televisi, film dan masih banyak lagi yang lainnya 
merupakan media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. 
 
Unsur-unsur dalam proses komunikasi : 
· Sender  : komunikator yang menyampaikan pesan kepada seorang 
atau sejumlah orang. 
· Encoding : penyandian, yakni proses pengalihan pikiran ke dalam 
bentuk lambang. 
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· Message : pesan yang merupakan seperangkat lambang bermakna 
yang disampaikan oleh komunikator. 
· Media  : saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari 
komunikator pada komunikan. 
· Decoding : pengawasandian, yaitu proses dimana komunikan 
menetapkan makna dan lambang yang disampaikan oleh komunikator 
kepadanya. 
· Receiver : komunikan yang menerima pesan dari komunikator. 
· Feedback : umpan balik, tanggapan komunikasi apabila tersampaikan 
atau disampaikan kepada komunikator. 
· Noise  : gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses 
komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang 
berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. 
 
B. Hubungan Masyarakat (HUMAS) 
1. Definisi Humas (Public Relation) 
 Hubungan masyarakat, atau sering disingkat humas (bahasa Inggris: public 
relation) adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga 
dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu/ organisasi. 
Beberapa definisi Humas (Public Relation) yang disampaikan antara lain : 
· Definisi Humas (PR) menurut pendapat Scott M. Cutlip, Allen H. Center 
dan Glen M. Brown menyebutkan : 
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“Public Relations is the distinctive management function which help 
establish an mutual lines of communications, understanding, acceptance 
and cooperation between and its public.” 
“(Humas adalah fungsi manajemen secara khusus yang mendukung 
terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, 
penerimaan dan kerjasama antara organisasi dengan berbagai publiknya)” 
(Soleh Sumirat, Dasar-dasar Public Relations, Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2004, Hal. 14) 
· Fraser P. Seitel, Senior Vice President dan Director of Public Affairs The 
Chase Manhattan Bank, dalam bukunya The Practice of Public Relations 
mengemukakan pada tahun 1975 Yayasan Pendidikan dan Penelitian 
Humas, telah melibatkan 65 pimpinan Humas turut serta dalam suatu 
penelitian yang menganalisis 472 definisi yang berminat dan 
merangkumnya dalam 88 kata, yaitu : 
“ Public Relations is a distinctive management function which help 
establish and maintain mutual lines of communications, understanding, 
acceptance, and cooperation between and organization and its publics; 
involves the management of problems or issues; helps managements to 
keep informed on and responsive to public opinion; defines 
emphasiszesteh responsibility of management to serve the public interest 
helps management keep abreast of and effectively utilizes chage, serving 
as an early warning system to help anticipate trends; and uses research 
and sound and ethical communication techniques as its principal tool’s” 
 11 
“ (Humas merupakan fungsi manajemen yang membantu menciptakan dan 
saling memelihara alur komunikasi, pengertian, dukungan, serta kerjasama 
suatu organisasi/perusahaan dengan publiknya dan ikut terlibat dalam 
menangani masalah-masalah atau isu-isu manajemen. Humas membantu 
manajemen dalam menyampaikan informasi dan tanggap terhadap opini 
masyarakat. Humas secara efektif membantu manajemen memantau 
berbagai perubahan)” (Seitel, 1992:8) (Maria Assumpta Rumanti, Dasar-
dasar Public Relations Teori dan Praktik, Jakarta: PT Grasindo, 2004, 
Hal.12)  
· International Public Relations Association (IPRA) memberi definisi 
Humas karena pada tahun 1960 sudah muncul ribuan definisi. jumlahnya 
tidak kurang dari 2000 buah definisi yang tercatat. Justru karena begitu 
banyak definisi akan bisa mengaburkan pengertian Humas itu sendiri. 
Pada bulan Mei 1960 anggota IPRA berkumpul di Den Haag Belanda. 
Mereka bersepakat untuk menerima rumusan definisi Humas (Public 
Relation) sebagai berikut : 
“Public Relations is a management function, of a continuing and planned 
character, through which public and private organizations and institutions 
seek to win and retain the understanding, sympathy and support of those 
with whom there are or maybe concerned by evaluating public opinion 
about themselves, in order to correlate, as far as possible their own 
policies and procedures, to achieve by planned and widespread 
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information more productive cooperation and more efficient fulfillment of 
their common interest” 
“ (Humas merupakan fungsi manajemen dari sikap budi yang 
direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan oleh organisasi-
organisasi, lembaga-lembaga umum dan pribadi dipergunakan untuk  
memperoleh dan membina saling pengertian, simpati, dan dukungan dari 
mereka yang ada hubungan dan diduga akan ada kaitannya, dengan cara 
menilai pedapat masyarakatnya mereka, dengan tujuan sedapat mungkin 
menghubungkan kebijaksanaan dan ketatalaksanaan, guna mencapai 
kerjasama yang lebih efisien, dengan kegiatan penerangan yang terencana 
dan tersebar luas)" (Maria Assumpta Rumanti. dasar-dasar Public 
Relations Teori dan Praktik, Jakarta: PT Grasindo, 2004, Hal.12) 
2. Peran dan Fungsi Humas 
 Seperti halnya definisi Humas, penjelasan mengenai fungsi Humas dalam 
suatu organisasi banyak disampaikan oleh beberapa pakar Humas. 
 Secara umum Bertrand R. Canfiel (1956 : 19 ) dalam bukunya Public 
Relations, Principles Cases and Problems mengemukakan fungsi Humas adalah : 
· It should serve the public’s interest 
· Maintain good communication 
· Stress good morals and manners 
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 Menurut Bertrand R. Canfiel tersebut, pada pokoknya kegiatan Humas 
bertujuan untuk mempengaruhi pendapat, sikap, sifat dan tingkah laku masyarakat 
dengan jalan menumbuhkan penerimaan dan pengertian dari masyarakat. 
 Fungsi humas menurut Cutlip & Center dan Canfield, yaitu : 
1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama 
(fungsi melekat pada manajemen lembaga atau organisasi) 
2. Membina hubungan yang harmonis antara badan dan organisasi dengan 
pihak publiknya sebagai khalayak sasarannya. 
3. Mengidentifikasi yang menyangkut opini, persepsi dan tanggapan 
masyarakat terhadap badan atau organisasi yang diwakilinya atau 
sebaliknya. 
4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada 
pimpinan manajemen demi untuk tujuan dan manfaat bersama. 
5. menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan mengatur arus 
informasi, publikasi serta pesan dari badan atau organisasi ke publiknya 
atau terjadi sebaliknya demi tercapainya citra positif bagi kedua belah 
pihak. 
  
 Dari berbagai definisi-definisi mengenai pengertian Humas, secara 
implicit terdapat 3 (tiga) fungsi pelaksana Humas : 
1. To ascertain and evaluate public opinion as relates to his organization 
( mengetahui secara pasti dan mengevaluasi pendapat umum yang 
berkaitan dengan organisasinya ). 
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2. To consel executives on ways to dealing with public opinion as it exists 
( menasihati para eksekutif mengenai cara-cara menangani pendapat 
umum yang timbul ). 
3. To use communication to influence public opinion 
( menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum ). 
 Peranan Humas (PR) tersebut diharapkan menjadi “mata” dan “telinga” 
serta “tangan kanan” bagi organisasi atau lembaga, yang ruang lingkup tugasnya 
antara lain meliputi aktivitas : 
· Membina hubungan ke dalam (publik internal) 
Yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang menjadi bagian 
dari unit atau badan atau perusahaan atau organisasi itu sendiri. Dan 
mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan 
gambaran negatif di dalam masyarakat. 
· Membina hubungan keluar (publik eksternal) 
Yang dimaksud publik eksternal adalah publik umum (masyarakat) 
mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran yang positif publik 
terhadap lembaga yang diwakilinya. 
 
 Jadi peran humas tersebut bersifat dua arah seperti dijelaskan yaitu 
berorientasi ke dalam (inward looking) dan keluar (outward looking) 
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C.  Peran Humas dalam Monitoring Aspirasi Masyarakat Melalui Media 
Cetak Lokal Maupun Nasional 
1. Aspirasi Masyarakat 
 Aspirasi masyarakat dalam monitoring juga bisa di artikan sebagai 
pendapat atau opini masyarakat yang berarti berpikir atau menduga dan 
pilihan atau harapan. Sedangkan kata masyarakat  mempunyai arti, “milik 
orang banyak atau bersama”. Dengan demikian, hubungan antara kedua 
kata itu, menyangkut hal seperti dugaan, perkiraan, harapan dan pilihan 
yang dilakukan orang banyak. 
 Menurut Djoenaesih S. Soenarjo, dalam bukunya Opini Publik 
dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan “aspirasi 
masyarakat”, dengan demikian public diterjemahkan dengan “masyarakat” 
sedangkan opinion dialih bahasakan dengan “aspirasi”. 
 Definisi aspirasi masyarakat itu berhubungan erat dengan opini 
publik sikap manusia yaitu sikap secara pribadi maupun sebagai anggota 
suatu kelompok. lebih jauh mengemukakan bahwa yang membentuk 
aspirasi masyarakat adalah sikap pribadi seseorang ataupun sikap 
kelompoknya. 
 Komunikasi persuasi bila dihubungkan dengan aspirasi 
masyarakat, aspirasi masyarakat itu sifatnya akan tetap latent (terpendam) 
dan baru memperlihatkan sifatnya yang aktif apabila issue itu timbul 
dalam sesuatu kelompok atau lingkungan. Suatu issue itu timbul kalau 
terdapat konflik, kegelisahan atau frustasi. 
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 Aspirasi masyarakat adalah kumpulan pendapat individu  terhadap 
masalah tertentu yang mempengaruhi suatu kelompok orang-orang 
(masyarakat). Pendapat lain menyebutkan bahwa aspirasi masyarakat 
mewakili suatu kesepakatan, dan kesepakatan dimulai dengan sikap orang-
orang terhadap issue yang masih tanda tanya. 
Mencoba untuk mempengaruhi suatu sikap yang dimiliki individu-
bagaimana tanggapan terhadap suatu pokok permasalahan yan gdihadapi 
merupakan suatu fokus utama dari kegiatan Public Relations. 
 
2. Media Cetak 
 Media Massa (Mass Media) merupakan channel of mass 
communication, yakni saluran, alat atau sarana yang dipergunakan dalam 
proses komunikasi massa. Komunikasi massa sendiri artinya penyampaian 
pesan, gagasan, atau informasi yang ditujukan kepada orang banyak 
(massa, publik). Adapun karakteristik media massa itu sendiri meliputi : 
1) Publisitas, disebarluaskan kepada khalayak. 
2) Universitas, pesannya bersifat umum. 
3) Perioditas, tetap atau berkala. 
4) Kontinuitas, berkesinambungan. 
5) Aktualitas, berisi hal-hal baru. 
 Isi media massa secara garis besar terbagi dalam tiga kategori : 
berita, opini, feature. Media massa disebut “kekuatan keempat” (the fourth 
estate) Romly,2003 : 5 
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 Berbicara mengenai media massa dalam bukunya jurnalistik 
terapan, Asep Syamsul Romly (2003 : 5) berpendapat : “Media yang 
termasuk kedalam kategori media massa adalah surat kabar, majalah, 
radio, TV dan film. Kelima media dinamakan “The Big Five Of Mass 
Media” (lima besar media massa), media massa sendiri terbagi dua 
macam, media massa cetak (printed media), dan media massa elektronik 
(electronic media). 
 Sifat media cetak khususnya surat kabar dibandingkan dengan 
media elektronik yang menyiarkan pemberitaan seperti radio dan televisi, 
ditinjau dari ilmu komunikasi sifat surat kabar adalah sebagai berikut : 
Ø Terekam 
Ini berarti bahwa berita-berita yang disiarkan oleh surat kabar 
tersusun dalam alinea, kalimat dan kata-kata yang terdiri atas 
huruf-huruf yang dicetak pada kertas. Dengan demikian, setiap 
peristiwa atau hal yang diberitakan terekam begitu rupa sehingga 
dapat dibaca setiap saat dan dapat diulangkaji, bisa dijadikan 
dokumentasi dan bisa dipakai sebagai bukti untuk keperluan 
tertentu. 
Ø Menimbulkan perangkat mental secara aktif 
Karena berita surat kabar yang dikomunikasikan kepada khalayak 
menggunakan bahasa dengan huruf yang tercetak “mati” di atas 
kertas. maka untuk dapat mengerti artinya maknanya pembaca 
harus menggunakan perangkat mentalnya secara aktif. 
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Ø Pesan menyangkut kebutuhan komunikan 
Dalam proses komunikasi, pesan yang akan disampaikankepada 
komunikan menyangkut teknik transmisinya agar mengenai 
sasarannya dan mencapai tujuannya. Perlu diingat sifat media 
massa dan termasuk media cetak adalah satu arah (one way traffic 
communication) dan tidakmemungkinkan diketahuinya tanggapan 
pembaca pada saat wartawan menyampaikan pesannya. Sehingga 
umpan balik terjadi secara tertunda (delayed feedback). 
Ø Efek sesuai dengan tujuan 
Efek yang diharapkan dari pembaca surat kabar bergantung pada 
tujuan si wartawan sebagai komunikator. 
 Media cetak sebenarnya memiliki beberapa karakteristik dan 
kelebihan yang tidak bisa ditandingi oleh media elektronik. Menurut 
Sutrianto, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Riau 
Sutrianto Az-Zumar, salah satu kelebihan media cetak dapat merangsang 
orang untuk berinteraksi dengan aktif berpikir dan mencerna secara 
reflektif dankreatif, sehingga lebih berpeluang membuka dialog dengan 
pembaca atau masyarakat konsumennya. Disamping itu memungkinkan 
untuk menghalus permasalahan secara lebih mendalam dan lebih spesifik. 
 Surat kabar merupakan media yang paling permulaan dihubungi, 
yang  hampir  merupakan  bentuk  publikasi masyarakat yang paling 
mapan dan tradisional. Surat kabar dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok 
utama, yang berskala Nasional dan setempat/lokal. 
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· Surat kabar Nasional, berguna dalam menciptakan iklim opini 
sebagai dasar pencapaian tujuan tertentu. Mereka juga berguna 
dalam menarik perhatian sekelompok besar pembaca kepada 
keadaan berimplikasi Nasional. 
· Surat kabar local lebih banyak dibaca oleh masyarakat karena 
lebih akrab dengan sebagian besar yang mereka baca karena terjadi 
di lingkungan mereka. 
3. Monitoring Aspirasi Masyarakat 
 Dengan munculnya aspirasi masyarakat bisa dicermati, siapakah 
yang memiliki keterbukaan itu dan sejauh mana keterbukaan tersebut bisa 
nampak pada kualitas aspirasi masyarakat itu. Semakin masyarakat 
mempunyai kepercayaan dan keterbukaan dalam menyampaikan 
aspirasinya, akan semakin jujur dan objektif dengan motivasi memperbaiki 
jasa yang selama ini dinikmati. Aspirasi masyarakat tersebut akan 
menunjukkan kualitas dan akan mempunyai arti untuk mengadakan 
perbaikan, sekaligus perkembangan organisasi. 
 Apabila Humas menggunakan metode yang tepat dan berkualitas, 
aspirasi yang muncul akan terbuka dan penyampaian yang menyenangkan. 
Metode yang tepat merupakan dorongan masyarakat yang mudah dan 
terbuka untuk menyampaikan pendapat secara jujur. Dengan metode yang 
tepat merupakan jalan yang terbuka untuk mentampaikan ide, pendapat, 
usulan yang negatif maupun positif yang merupakan masukan bermanfaat 
bagi perkembangan organisasi. Humas perlu mengetahui segmen publik 
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yang menyampaikan opini, dengan begitu membantu dalam cara 
pendekatan, cara pembarian penjelasan, cara menginformasikan sehingga 
tepat dalam menciptakan kepercayaan publik. 
 Dalam melaksanakan fungsinya dalam mengetahui secara pasti dan 
mengevaluasi pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya, maka 
masukan atau input dari publik yang bersifat positif maupun negatif itu 
sangatlah penting. Aspirasi masyarakat atau pendapat masyarakat tersebut 
perlu diciptakan. Demikian juga perlu dicari keseimbangan dalam relasi ke 
luar maupun ke dalam yang dapat menumbuhkan reaksi atau output guna 
menciptakan opini publik yang sangat berarti dan diperlukan bagi 
perkembangan organisasi. Dari situlah muncul 3 (tiga) aspek yang 
merupakan kekuatan : 
1) Aspirasi masyarakat itu merpakan faktor yang sangat relevan bagi 
perkembangan atau kemajuan organisasi, kelangsungan hidup 
organisasi yang bersangkutan. 
2) Setelah dianalisis dan diolah dalam organisasi, selanjutnya 
dijadikan institusi atau sarana bagi kelompok, yang merupakan 
kerjasama antara direksi dan lingkungan organisasinya. 
3) Kedua faktor di atas diintegrasikan bersama dengan strategi dan 
struktur organisasi guna membentuk kerjasama dalam relasi 
internal maupun eksternal yang merupakan bentuk manajemen 
organisasi tersebut. 
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BAB III 
DESKRIPSI LEMBAGA /INSTANSI 
 
A. Sejarah Singkat DPRD Kota Surakarta 
Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia 
Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, 
Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP ini (29 agustus 1945) dijadikan 
sebagai hari lahir DPR RI. Di Indonesia pemerintahan pusat memberikan 
wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan 
pemerintahannya sendiri, begitu pula dengan DPRD kota yang berkedudukan 
sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah Kota yang memiliki fungsi legislasi, 
anggaran dan pengawasan. DPRD Kota merupakan mitra kerja walikota 
(eksekutif) dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, Walikota tidak lagi bertanggung jawab kepada 
DPRD Kota, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada. 
DPRD Kota Surakarta berdiri semenjak berdirinya pemerintah kota 
Surakarta yakni disebutkan bahwa undang-undang nomor 16 Tahun 1950 tentang 
pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan propinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dibentuklah 
Dewan Perwakilan Rakyat Surakarta (DPRD) Kota Surakarta. DPRD Kota 
Surakarta merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
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B. Dasar Hukum DPRD Kota Surakarta 
· Undang-Undang nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan 
MPR, DPR, DPD Dan DPRD dan 
· Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 
yang menjadi dasar hukum keberadaan, Kedudukan dan Tugas DPRD 
Kota Surakarta. 
Dasar hukum kedudukan DPRD Kota Surakarta diatur dalam 
· Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 40 yang secara tegas tertulis 
“DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan 
Berkedudukan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.” 
· Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 pasal 76 secara eksplisit tertulis, 
”DPRD Kabupaten Kota merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 
yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota. 
 
C. Visi dan Misi DPRD Kota Surakarta 
Visi dan misi DPRD Kota Surakarta tertuang dalam Rencana Kerja 
DPRD pada tiap Masa Bhakti 5 tahun sekali adalah sebagai berikut: 
1. Visi DPRD Kota Surakarta adalah : 
a. Aspiratif, adalah keberpihakan kepada masyarakat, mengutamakan dan 
memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Surakarta. 
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b. Responsif, adalah cepat dan tanggap dalam menjawab permasalahan- 
permasalahan yang terjadi di masyarakat. 
c. Profesional, adalah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan 
keahlian dan kewenangan yang dimiliki.      
d. Bertanggung Jawab, adalah berani dan konsekuen melaksanakan fungsi 
yang diemban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 
e. Berwawasan Budaya, adalah mendasar pada cipta, rasa, etika, dan estetika 
2.  MISI DPRD Kota Surakarta adalah : 
a. Memperjuangkan Keadilan dan Kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
b. Meningkatkan kepekaan dan kepedulian dalam menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat kota Surakarta  
c. Meningkatkan profesionalisme  DPRD Kota Surakarta sesuai tugas dan 
fungsi. 
d. Membangun Komunikasi dan Kemitraan DPRD dengan pemerintah Kota 
Surakarta, Masyarakat, akademisi, pers dan lembaga lainnya. 
e. Meningkatkan daya pikir, nilai rasa, perilaku yang bermartabat dan hasil 
karya yang berguna untuk Kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta 
 
D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN VISI DAN MISI  
Strategi dan kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi 
dan Misi DPRD kota Surakarta Masa Bhakti 2009-2014, hádala sebagai 
berikut :  
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a. Konsiliasi, yaitu menyatukan langkah seluruh Anggota DPRD yang 
berasal dari beberapa partai, latar belakang pendidikan dan profesi 
dalam rangka mewujudkan tujuan kelembagaan DPRD.  
b. Membangun kapasitas, yaitu membentuk perangkat hukum 
pelaksanaan tugas dan fungís, serta  SDM dan professionalisme 
Anggota DPRD, melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, 
workshop, seminar, lokakarya, semiloka , sosialisasi dan sejenisnyaa 
Anggota DPRD memanfaatkan teknologi Informasi dalam  
c. Pemanfaatan teknologi Informasi yaitu  Anggota DPRD 
memanfaatkan teknologi Informasi dalam meningkatkan kapasitasnya 
dibidang legislasi, penganggaran, maupun pengawasan  
d. Penguatan Kelembagaaan, yaitu memperluas akses penjaringan 
aspirasi masyarakat sebagai bentuk manifestasi lembaga perwakilan 
rakyat daerah yang aspiratif, responsif, dan profesional  
e. Eksistensi, yaitu menjaga dan berupaya meningkatkan kinerja 
peaksanaan tugas dan fungsi, serta memelihara  hubungan yang 
sinergis dengan seluruh stakeholder ingá akhir masa jabatan  
f. Pembentukan Kepribadian, yaitu membentuk kecerdasan berpikir dan 
emosional serta perilaku yang bermartabat sehingga mampu 
menghasilkan karya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat   
E. Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta ini mulai 
berdiri pada tanggal 22 Februari 1992. Yang beralamatkan di jalan Adisucipto 
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No.143 A Jajar, kecamatan Laweyan, kota Surakarta. Sekretariat DPRD 
merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang 
Sekretaris DPRD yang berkedudukan secara teknis operasional berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta adalah unsur staf yang 
membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam 
menyelenggarakan tugas dan kewajibannya. Untuk membantu kelancaran tugas-
tugas tersebut Sekretariat DPRD dibantu oleh Staf DPRD dari Pegawai Negeri 
Sipil. 
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 
kesekretariatan,administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 
DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan 
DPRD sesui dengan kemampuan keuangan daerah. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat 
DPRD menyelenggarakan fungsi : 
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan 
4. Penyediaan dan pengoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 
 
F. Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
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Sekretariat DPRD Kota Surakarta mempunyai kedudukan, tugas pokok 
dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 pasal 5. 
Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa, Sekretariat DPRD merupakan unsur 
pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang 
berkedudukan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada pimpinan DPRD dan secara administratif  bertanggung jawab kepada 
Walikoda melalui Sekretaris Daerah. Tugas-tugas pokok dari Sekretariat DPRD 
adalah, antara lain : 
1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan 
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan 
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 
4. Menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD 
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.  
 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana hal tersebut diatas, Sekretariat 
DPRD menyelenggarakan fungsi : 
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan 
4. Penyediaan dan pengoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 
Dalam upaya meningkatkan kinerja DPRD sebagai unsur perwakilan 
rakyat daerah dalam menjalankan fungsi penganggaran, fungsi perundangan, 
fungsi  pengawasan dan fungsi keterwakilannya. Sekretariat DPRD dituntut untuk 
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mampu berperan sebagai Fasilitator dan mediator. Untuk itu Sekretariat DPRD 
harus mampu dan harus profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta 
mampu memberikan dukungan yang optimal kepada DPRD agar dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya   dapat melaksanakannya  secara efektif dan 
efisien. 
G. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
Sekretariat DPRD terdiri dari 4 sub bagian, dan tiap-tiap Sub bagian 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Struktur Organisasi DPRD Surakarta 
berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19-A Tahun 2009 tentang 
Pedoman Uraian Jabatan Struktural Pada Sekretariat DPRD adalah sebagai  
berikut  : 
a. Sekretaris DPRD 
b. Bagian Legislasi, membawahkan : 
1. Subbagian Rapat dan Risalah 
2. Subbagian Penyusunan Peraturan 
3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan  
c.  Bagian Keuangan, membawahi: 
1. Sub bagian Anggaran  
2. Sub bagian Perbendaharaan  
3. Sub bagian Akuntansi 
d.  Bagian Humas dan Protokol, membawahkan : 
1. Subbagian Humas dan Dokumentasi 
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2. Subbagian Protokol 
e. Bagian Umum, membawahi: 
1. Subbagian Tata Usaha 
2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional 
Uraian tugas-tugas jabatan struktural di Sekretariat DPRD Kota Surakarta  : 
1. Sekretaris DPRD  
Mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, 
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan 
menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh 
DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan beberapa uraian 
sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat DPRD. 
b. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada 
bawahan. 
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai 
dengan bidang tugas. 
d. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar 
efektif dan efisien sesuai peraturanpeerunddaangan yang berlaku. 
e. Menerapkan Standar Pelayanan Prima 
f. Melaksanakan pengelolaan Kesekretariatan, meliputi : Perencanaan, 
Evaluasi, Pelaporan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian. 
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g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, 
LAKIP, LKPJ dan EKPPD Sekretariat DPRD. 
h. Menyusun kebijaksanaan teknis di bidang Legislasi, keuangan, Humas dan 
Protokol dan Umum. 
i. Menyusun rencana, penelaah dan pengkoordinasi perumusan kebijakan 
Pimpinan DPRD. 
j. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan 
kesekretariatan DPRD. 
2. Bagian Legislasi  
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi dibidang Rapat dan Risalah, Penyusunan peraturan, dan evaluasi 
dan pelaporan peraturan. 
§ Subbagian Rapat dan Risalah  
Mempunyai tugas penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di 
bidang Rapat dan Risalah, meliputi: pelaksanaan persipan rapat-rapat dan 
penyusunan risalah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR 
§ Subbagian Penyusunan Peraturan 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan konsep pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi di bidang penyusunan perundang-undangan, 
meliputi : menyiapkan bahan peraaturan per-undang-undangan, menyusun 
rancangan keputusan pimpinan DPRS dan keputusan DPRD serta 
rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD dan pengelolaan sistem 
jaringan dokumentasi dan informasi hukum. 
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§ Subbagian Evaluasi dan Pelaporan  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan konsep rencana kerja 
dan penyusunan evaluasi dan pelaporan peraturan, meliputi : menyiapkan 
bahan-bahan raperda yang akan dilakukan pembahasan dan pelaksanaan 
pengkajian terhadap produk hukum dan pelaporan perda-perda yang sudah 
ditetapkan. 
3. Bagian Keuangan 
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi dibidang perencanaan dan anggaran, akuntansi, dan 
perbendaharaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.  
· Subbagian Anggaran  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi di bidang perencanaan dan anggaran, meliputi: penyusunan 
program  kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan LAKIP. 
· Subbagian Perbendaharaan  
Mempunyai tugas  melakukan penyiapan bahan pelaksanaan  dan 
pelayanan administrasi di bidang Perbendaharaan Meliputi : pembayaran 
keuangan pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan kegiatan 
operasional sekretarit Dewan serta verifikasi atas Pertanggung jawaban 
keuangan  
· Subbagian Akuntansi 
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Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pelaksanaan administrasi di bidang Akuntansi, meliputi : pengendalian 
keuangan, dan Pembukuan Keuangan 
4.  Bagian Humas dan Protokol  
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi di bidang Humas, Dokumentasi dan Protokol, penyerapan 
aspirasi masyarakat dan perjalanan dinas 
· Sub bagian Humas dan Dokumentasi  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi di bidang Humas dan Dokumentasi, meliputi : pelaksanaan 
kegiatan Kehumasan, hubungan antar lembaga, penyerapan aspirasi 
masyrakat, dokumentasi dan Perjalanan Dinas. 
· Sub bagian Protokol  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi di bidang protokol meliputi: menyiapkan pelayanan  kegiatan 
keprotokolan dan, penerimaan tamu dan penyiapan sambutan-sambutan  
5.  Bagian Umum  
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi di bidang tata usaha, kepegawaian, RumahTangga, dan 
perlengkapan di lingkungan Sekretariat DPRD 
· Sub bagian Tata Usaha  
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Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi di bidang Tata Usaha, meliputi : Organisasi dan Tatalaksana, 
ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian. 
· Sub bagian RumahTangga dan Perlengkapan  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi di bidang Rumah Tangga dan perlengkapan, meliputi : 
pelaksanaan dan pelayanan Teknis penyelenggaraan rapat, pemeliharaan, 
perawatan  gedung dan kantor, kesehatan dan olahraga, dan keamanan 
lingkungan gedung dan kantor dan analisis kebutuhan dan pengadaan, 
Inventarisasi, perlengkapan, pemeliharaan dinas. 
6.  Kelompok Jabatan Fungsional 
Pegawai yang bekerja di Sekretariat DPRD Kota Surakarta terdiri dari 
59 orang dengan rincian sebagai berikut: 
- Pegawai Negeri Sipil sejumlah 44 orang 
- Pegawai Honorer/administrasi sejumlah 9 orang 
- Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 6 orang 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi pegawai yang ada di 
Sekretariat DPRD Kota Surakarta. 
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Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang 
Jabatan GOLONGAN / RUANG 
Eselon  I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e Jml  
II.a                                     
II.b                           1         1 
III.a                                    2 
III.b                                     
IV.a                                    10 
IV.b                                     
Staf  1        12    1  1  9  7  2  3  1  1         
Jumlah   1    1    12    1  1  9  7  2  10  4  2        50 
Sumber : Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
 
 34 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal 
Jabatan/ TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL 
Eselon SD SLTP SLTA D1 D2 D3 SARMUD D4 S1 S2 S3 Jml 
II.a                         
II.b                         
III.a                         
III.b                         
IV.a                         
IV.b                         
Staf  3 1 19      2    11         
Jumlah   3 1 19       2           
Sumber : Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
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SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT 
DPRD Kota Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
WALIKOTA 
 
WAKIL WALIKOTA 
 
DPRD 
SEKRETARIAT 
DAERAH 
1. Dinas Pekerja Umum 
2. Dinas Tata Kota 
3. Dinas Kebersihan dan 
4. Pertamanan 
5. Dinas Kesehatan 
6. Dinas Pendidikan dan Olahraga 
7. Dinas Pertanian 
8. Dinas Lalu Lintas Angkutan 
Jalan 
9. Dinas Perindustrian Perdagangan 
dan Penanaman Modal 
10. Dinas Koperasi & Usaha Kecil 
Menengah (UKM) 
11. Dinas Tenaga Kerja 
12. Dinas Pendapatan Daerah 
13. Dinas Pariwisata Seni dan 
Budaya 
14. Dinas Kependudukan dan catatan 
sipil 
15. Dinas Kesejahteraan Rakyat dan 
Pemberdayaan Perempuan 
16. Dinas Pengelolaan Pasar  
 
1. Badan Pengawas 
Daerah 
2. Badan Perencanaan 
Daerah 
3. Badan 
Kepegawaian 
Daerah 
4. Badan Informasi 
dan Komunikasi 
5. Badan Pertanahan 
ASISTEN 
PEMERINTAHAN 
ASISTEN 
ADMINISTRASI 
SEKRETARIAT 
DPRD 
KECAMATAN 
(5 Kecamatan) 
KELURAHAN 
(51 Kelurahan) 
1. Kantor Satpol PP 
2. Kantor Kesatuan Bangsa 
dan Perlindungan 
masyarakat 
3. Kantor Arsip dan 
Perpustakaan 
4. Kantor Keuangan 
Daerah 
5. Kantor Pemadam 
Kebakaran 
6. Kantor Lingkungan 
Hidup 
7. Kantor Pengelolaan Aset 
Daerah 
8. Kantor Pengelolaan 
Pedagang Kaki Lima 
 
Bagian 
Pemerintah 
an & 
OTDA 
Bagian 
Hukum & 
HAM 
Bagian 
Umum 
Bagian  
Organisasi 
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SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT 
DPRD Kota Surakarta 
 
 
 
SEKRETARIAT 
DPRD 
 
Kelompok Jabatan 
dan Fungsional 
 
Kabag. Legislasi 
 
Kabag  
Keuangan 
 
Kabag 
Humas Dan 
Protokol 
 
Bagian Umum 
Kasubag 
Rapat&Risalah 
Kasubag 
Penyusunan 
Peraturan 
Kasubag 
Evaluasi & 
Pelaporan 
Kasubag 
Anggaran 
Kasubag 
Perbendaharaan 
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SUSUNAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SURAKARTA 
 
KOMISI I : 
 
No. NAMA JABATAN UNSUR 
1. Maryuwono, SH Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan 
2. Budi Prasetyo, S.Sos Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan 
3. Hj. Maria Sri Sumarni, SE Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya 
Sejahtera 
4. Marhaeni Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan 
5 Pratikno, SH Anggota Fraksi  Partai Demokrat 
6. Soni Warsito, Amd Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan 
7. Asih Sunjoto Putro, S.Si Anggota Fraksi  Partai Keadilan Sejahtera 
8. Dedy Purnomo, SH Anggota Fraksi  Partai Amanat Nasional 
9. Tjatur Wardaningtyas, 
S.Sos 
Anggota 
Fraksi  Nurani Indonesia Raya 
 
 
KOMISI II 
No. NAMA JABATAN UNSUR 
1. RM. Kusrahardjo Ketua Fraksi Partai Golongan 
Karya Sejahtera 
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2. Bambang Wijayanto, SH Wakil ketua Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan 
3. Dipl.-Ing. H. Quatly Abdulkadir 
Alkatiri 
Sekretaris 
Fraksi Partai Keadilan 
Sejahtera 
4. Herlan Purwanto, BA Anggota Fraksi Partai Demokrat 
5 Yuliyanto Indratmoko Anggota Fraksi  Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan 
6. 
Djaswadi, ST 
Anggota 
Fraksi  Partai Golongan 
Karya Sejahtera 
7. 
Janjang Sumaryono Aji, SP 
Anggota 
Fraksi  Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan 
8. H.Hami Mujadid Irsyad, SAg Anggota Fraksi  Partai Amanat 
Nasional 
9. Hj. Istianingsih Anggota Fraksi  Nurani Indonesia 
Raya 
 
 
KOMISI III 
No. NAMA JABATAN UNSUR 
1. Honda Hendarto Ketua Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan 
2. Swatinawati Wakil ketua Fraksi Partai Golongan Karya 
Sejahtera 
3. Umar Hasyim, SE Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional 
4. Hartanti, SE Anggota Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan 
5 Willy Tandio Wibowo, SH Anggota Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan 
6. GPH. Paundra Karna Jiwo Anggota Fraksi  Partai Demokrasi 
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Suryonagoro Indonesia Perjuangan 
7. 
Dra. Wahyuning Chumaeson, 
Msi 
Anggota 
Fraksi  Partai Demokrat 
8. Suranto, SE Anggota Fraksi  Partai Demokrat 
9. Abdullah AA Anggota Fraksi  Nurani Indonesia Raya 
 
 
KOMISI IV 
No. NAMA JABATAN UNSUR 
1. Zaenal Arifin Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional 
2. Teguh Prakosa Wakil 
ketua 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan 
3. Abdul Ghofar Ismail, S.Si Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 
4. Drs. Hery Jumadi Anggota Fraksi  Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan 
5 Anna Budiarti, SPAK Anggota Fraksi  Partai Golongan Karya 
Sejahtera 
6. Drs. Bambang Triyanto, 
MM 
Anggota 
Fraksi  Partai Golongan Karya 
Sejahtera 
7. Reny Widyawati, SE Anggota Fraksi  Partai Demokrat 
8. Drs. Paulus Haryoto Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan 
9. Nindita Wisnu Broto, SH Anggota Fraksi  Partai Demokrat 
10. Tutik Marikariyanti Anggota Fraksi  Nurani Indonesia Raya 
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BAB IV 
MONITORING ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI MEDIA 
CETAK LOKAL MAUPUN NASIONAL 
 
A. Kegiatan Humas DPRD Kota Surakarta 
 Peran Humas pada masing-masing perusahaan atau organisasi berbeda-
beda tergantung pada seberapa besar perusahaan tersebut menyadari pentingnya 
peran humas dalam kelangsungan perusahaan / organisasi. DPRD Kota Surakarta 
menyadari pentingnya peran humas dalam pembentuk image positif dan yang 
merupakan jembatan antara perusahaan dan masyarakat. 
Kegiatan komunikasi humas di DPRD Kota Surakarta dapat dikategorikan 
menjadi 2 (dua), yaitu ekstern dan intern. Kegiatan humas dalam menjaga 
kelancaran informasi dan komunikasi DPRD Kota Surakarta antara lain melalui 
media mading yang selalu di up-date mengenai berita seputar Anggota Dewan 
dan DPRD Kota Surakarta, kebijakan-kebijakan baru, undangan, tips. Selain 
melalui mading, cara humas dalam membina komunikasi internal instansi adalah 
adanya sharing setelah apel pagi setiap hari senin sampai kamis. Acara ini 
biasanya dipandu oleh pimpinan kasubbag yang sudah di jadwalkan. Sharing 
mengenai topik yang diangkat seputar kebijakan yang baru atau tanya jawab 
mengenai Instansi. Selain membina komunikasi internal, Humas DPRD Kota 
Surakarta juga membina komunikasi eksternal dengan adanya Audiensi dengan 
LSM guna menampung aspirasi masyarakat. Dengan tujuan menjadi jembatan 
penghubung antara masyarakat dan pemerintah juga membangun citra positif 
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kepemerintahan. Humas DPRD Kota Surakarta juga membangun relasi yang baik 
dengan media massa, baik melalui media cetak maupun Televisi. Hubungan baik 
dengan media cetak, sangat dibutuhkan karena juga membantu dalam 
penyampaian pengumuman, kebijakan instansi dan bahkan sosialisasi kebijakan 
baru yang di buat anggota dewan. 
 Bukan hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya 
mengkomunikasikan maksud instansi pada masyarakat saja, namun humas DPRD 
Kota Surakarta juga berusaha aktif dalam mencari tahu feed back masyarakat atau 
yang disebut dengan monitoring. Monitoring perlu dilakukan agar diketahui 
pendapat masyarakat mengenai instansi, yang mempunyai kekuatan untuk 
mempengaruhi kelangsungan instansi baik kearah positif maupun negatif. 
 
B. Monitoring aspirasi masyarakat 
 Dalam melaksanakan tugas monitoring aspirasi masyarakat, humas DPRD 
Kota Surakarta mengumpulkan aspirasi masyarakat yang  melalui media massa. 
Salah satu media yang digunakan dalam monitoring aspirasi masyarakat adalah 
media cetak baik lokal maupun nasional. Dalam pelaksanaan KKM di bagian 
Humas DPRD Kota Surakarta, penulis terlibat langsung dalam tugas monitoring. 
Tugas rutin yang di kerjakan oleh penulis adalah mengkliping berita yang 
berhubungan dengan anggota dewan atau DPRD Kota Surakarta. Media cetak 
yang dijadikan sumber berita antara lain adalah Solopos, Jawapos, Suara 
Merdeka. 
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 Aspirasi masyarakat yang terangkum dalam kliping merupakan tanggapan 
masyarakat pada instansi dapat berupa kritik, pengaduan, masukan atau bahkan 
pandangan mengenai kebijakan baru yang di buat anggota dewan. Aspirasi 
masyarakat yang berkaitan dengan DPRD Kota Surakarta adalah seputar audiensi, 
demo, kebijakan baru yang di buat anggota dewan. Melalui monitoring dapat 
diketahui mengenai seberapa efektif pengumuman atau penyampaian informasi 
yang dikeluarkan instansi diterima oleh masyarakat. Selain disampaikan melalui 
media cetak juga menyampaikan aspirasi masyarakat dalam bentuk audiensi 
bahkan sampai demo. Sebagai contoh, aspirasi masyarakat melalui audiensi 
adalah LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Mega Bintang Surakarta yang 
mendatangi  kontor DPRD Surakarta terkait sejumlah indikasi penyimpangan di 
tubuh pemkot sepert soal bantuan persis senilai 10 miliar, masalah pasar klithikan, 
kasus videotron. Dapat dilihat dalam harian SoloPos, Jawapos dan Suara merdeka 
tanggal 09 Februari 2010. Melalui monitoring aspirasi masyarakat dalam bentuk 
berita ini, maka Humas adalah sebagai penampung aspirasi masyarakat yang 
berkewajiban menerima aspirasi masyarakat dan menindak lanjuti keluhan 
masyarakat tersebut. Dari monitoring tanggapan masyarakat mengenai kebijakan 
yang berlaku juga dapat diketahui seberapa besar pemahaman masyarakat 
mengenai kebijakan yang bersangkutan. 
 Dalam menyusun kliping sebagai pelaksanaan monitoring aspirasi 
masyarakat, selain mengumpulkan berita yang berkaitan dengan aspirasi 
masyarakat, Humas juga dapat mengikuti perkembangan pemerintahan secara 
global. Perkembangan yang dimaksud disini adalah seperti berita mengenai 
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Tanggapan dari Gubernur Jateng Bibit Waluyo terkait dengan wacana yang di 
tampung DPRD Surakarta mengenai pemindahan ibu kota Provinsi Jateng dari 
Semarang ke solo, Beliau menegaskan  bahwa pemindahan ibu kota provinsi 
tidaklah mudah banyak hal – hal yang perlu di siapkan. DPRD Surakarta 
mengetahui kondisi global pemerintahan bukan hanya Kota Surakarta saja yang 
menjadi wilayah kerjanya. 
 Berita yang telah dikumpulkan dan disusun dalam kliping dijadikan arsip 
bagi Humas DPRD Surakarta. Rincian kliping yang merupakan hasil karya 
penulis selama melaksanakan KKM telah direkap dalam table berikut. Berikut 
merupakan berita mengenai anggota dewan dan DPRD Kota Surakarta pada bulan 
Februari sampai maret yang diambil dari media cetak lokal maupun nasional, 
yaitu Solopos, Jawapos, dan Suara Merdeka. 
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REKAPITULASI KLIPING 
BULAN FEBRUAI - MARET 
 
Tanggal Suara Merdeka Solopos Jawapos / Radar Solo 
09 / 02 / 2010 · Mega Bintang lapor DPRD · Mega Bintang desak DPRD usut 
indikasi penyimpangan pemkot 
· Uniba soroti TSTJ jadi ajang pacaran 
· Mega Bintang cecar Dewan 
· UNIBA beber riset jurug 
12 / 02 / 2010  · Dewan turut gelorakan semangat 
berbahasa Jawa 
 
02 /03 /2010  · Berdayakan transportasi umum  
03 / 03 / 2010 · Skandal Century, Massa 
datangi DPRD 
  
04 / 03 / 2010 · Pedagang tolak kanopi 
dibongkar 
  
06 / 03 / 2010  · DPRD-Pengusaha dukung solo jadi 
ibukota provinsi 
 
08 / 03 / 2010  · Pusaka Surati DPRD dan Menbudpar  
10 / 03 / 2010   · Rumah sakit gratiskan biaya 
KDRT 
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Tanggal Suara Merdeka Solopos Jawapos / Radar Solo 
19 / 03 / 2010  · LUIS tolak kedatangan Obama  
20 / 03 / 2010  · Pimpinan DPRD serahkan dokumen 
ke Dephub 
· RS nakal diduga tarik biaya pasien 
PKMS 
 
25 / 03 / 2010  · Komisi II DPRD Bahas DIS  
31 / 03 / 2010 · Jangan mimpi jadi Kota 
Provinsi 
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C. Peran Humas sebagai fungsi manajemen 
 Dalam melaksanakan tugas monitoring aspirasi masyarakat, maka tugas 
tidak berhenti sampai kliping berita saja tapi harus di follow up sebagai 
perwujudan Humas sebagai pelaksana fungsi manajemen. Untuk itu, setelah 
penulis menyusun kliping, maka kliping tersebut dianalisa. Analisa kliping yang 
dilakukan oleh penulis antara lain seputar sumber berita tersebut, point penting 
berita serta tanggapan atas berita tersebut. Analisa ini bertujuan untuk dapat lebih 
memahami berita dan dapat menentukan langkah manajemen dalam menanggapi 
berita tersebut. 
 Pada awalnya penulis dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengetahuan 
seputar pemerintahan dan DPRD. Pengetahuan seputar DPRD antara lain seperti 
tugas dan fungsi anggota dewan, wewenang dan kegiatan anggota dewan. 
Pembekalan ini bermanfaat untuk memahami berita yang biasanya berhubungan 
dengan tugas dan fungsi anggota dewan. 
 Setelah melakukan analisa berita tersebut, penulis menyerahkan pada Tim 
Kehumasan. Pada saat menyerahkan materi kliping dan analisa di bagian Humas, 
maka dilakukan pembahasan atas berita yang masuk. Pada saat  pembahasan ini 
bagian Humas banyak memberikan klarifikasi mengenai berita yang mungkin 
karena kesalahpahaman serta menjelaskan berita yang kurang dipahami penulis. 
 Humas DPRD Kota Surakarta menjelaskan bahwa aspirasi masyarkat  
yang diketahui melalui proses monitoring harus di follow up. Apabila aspirasi 
masyarakat tidak ditanggapi biasanya berita tersebut akan muncul lagi di media 
dengan begitu akan berpengaruh pada citra instansi. 
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 Dalam menanggapi berita yang berisi pertanyaan, komplain atau berita 
yang perlu diklarifikasi, maka humas DPRD Kota Surakarta melakukan follow up 
melalui media massa yaitu Media cetak aspirasi masyarakat yang timbul dari 
koran langsung ditanggapi oleh Humas DPRD Kota Surakarta dengan mengirim 
release atau klarifikasi. Walau memang tidak semua tanggapan yang dikirim akan 
dimuat di surat kabar tersebut, tapi selalu ada tanggapan yang dikirim sebagai 
klarifikasi. Misalnya seperti kecemasan atau kesimpangsiuran informasi mengenai 
raperda pendidikan yang beredar di masyarakat ditanggapi dengan mengundang 
wartawan untuk wawancara dan dapat dimuat di media cetak. 
  Selain humas yang menanggapi aspirasi masyarakat melalui media 
massa, materi kliping dan analisa yang telah diketahui bagian Humas disampaikan 
pada Ketua DPRD Kota Surakarta dan diedarkan pada masing-masing bagian di 
DPRD Kota Surakarta. Hal ini dimaksudkan agar seluruh bagian dapat mengikuti 
perkembangan berita tentang DPRD Kota Surakarta dan bila ada berita mengenai 
spesifikasi bagian bisa langsung ditanggapi. 
  Aspirasi masyarakat yang sifatnya positif atau mendukung instansi, 
dapat sebagai pengukur pelayanan dari segala segi yang diberikan DPRD Kota 
Surakarta pada masyarakat. Humas DPRD Kota Surakarta benar-benar 
menanggapi serius setiap berita mengenai aspirasi masyarakat yang timbul di 
media cetak baik positif maupun negatif, mengingat pentingnya dan besarnya 
pengaruh aspirasi terhadap perusahaan. Tanggapan atas aspirasi tersebut selain 
langsung disampaikan melalui media cetak maka pengelolaan aspirasi masyarakat 
juga sebagai penentuan langkah-langkah strategis instansi. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 DPRD Kota Surakarta menyadari pentingya peran dan fungsi Humas bagi 
instansi, yang dapat dilihat melalui kepercayaan dan pendelegasian tugas yang 
diberikan. 
Peran Humas DPRD Kota Surakarta adalah : 
1) membina hubungan baik dan memelihara komunikasi timbal balik yang 
lancar dengan masyarakatnya. 
2) memantau aspirasi masyarakat, Humas DPRD Kota Surakarta menyadari 
besarnya pengaruh aspirasi masyarakat bagi kelangsungan perusahaan, 
maka sangat menanggapi serius setiap masukan dari masyarakat. 
Humas DPRD Kota Surakarta mengumpulkan berita dari media cetak lokal 
maupun nasional dengan kliping. Sebagai pelaksana fungsi manajemen, Humas 
DPRD Kota Surakarta menganalisa aspirasi masyarakat dalam materi kliping dan 
menyampaikan masukan kepada masing-masing divisi yang bersangkutan. 
 Demi kelancaran komunikasi timbal balik dengan masyarakat, maka 
humas DPRD Kota Surakarta bertanggung jawab melakukan tanggapan 
komunikasi pada masyarakat dalam klarifikasi berita, pengumuman, sosialisasi 
kebijakan atau program melalui media cetak. Dalam hal ini humas DPRD Kota 
Surakarta juga memperhatikan pentingnya membangun hubungan baik dengan 
pers. 
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 Berbagai usaha yang dilakukan humas DPRD Kota Surakarta adalah juga 
dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Melalui setiap 
keterbukaan yang diberikan oleh DPRD Kota Surakarta, maka akan mendapat 
tanggapan dari masyarakat yang benar-benar membangun kerja instansi. 
 
B. Saran 
 Pelaksanaan KKM sangat memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk 
lebih mengenal, mengetahui, beradaptasi dan mengembangkan interaksi pada 
dunia kerja yang nyata sehingga dapat menyiapkan mahasiswa menjadi tenaga 
ahli yang handal dan profesional di bidang Humas. 
 Namun dalam pelaksanaan KKM tidak terlepas dari beberapa kekurangan. 
Sebagai akhir dari penulisan Tugas akhir ini, penulis ingin memberikan saran baik 
kepada Program D III FISIP UNS maupun bagi DPRD Kota Surakarta. 
1) Saran bagi DPRD Kota Surakarta 
· Penataan ruangan di ruangan kantor DPRD Kota Surakarta harus 
lebih diperhatikan. terutama penataan ruang di bagian Humas, 
dimana sering digunakan untuk menerima tamu baik pers maupun 
klien. Penataan, kerapian dan kenyamanan ruangan humas yang 
sering digunakan untuk menemui tamu dapat menghilangkan 
image “asal-asalan” yang sering melekat pada instansi milik 
Negara. 
· Penyimpanan dan penataan arsip di ruangan yang disediakan untuk 
peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) dapat difasilitasi dengan 
 50 
lemari penyimpanan, namun kurangnya tempat penyimpanan arsip 
yang selama ini hanya ditaruh di meja kerja membuat ruangan 
menjadi kurang rapi. 
 
2) Saran bagi Program D III Komunikasi Terapan FISIP Universitas Sebelas 
Maret 
· Mengadakan seminar-seminar yang mendatangkan para praktisi 
yang dapat memperbanyak pengetahuan dan wawasan mengenai 
bidang kerja komunikasi terapan. 
· Pihak fakultas lebih membangun hubungan langsung kepada 
instansi-instansi berkaitan dengan pelaksanaan KKM, sehingga 
dalam pelaksanaan KKM mahasiswa/I benar-benar mendapat ilmu 
praktek sesuai dengan jurusannnya. 
· Dosen pengajar benar-benar maksimal dalam pemberian materi 
dan dalam mengajar. Sehingga persepsi dosen pengajar di 
Universitas Negeri yang dianggap kurang disiplin memang tidak 
terbukti. 
3) Saran bagi Panitia KKM 
· Kerjasama antara panitia dan peserta KKM dirasa sudah cukup 
kompak dan membantu dengan mengembalikan system penentuan 
tempat magang pada masing-masing jurusan. Untuk panitia KKM 
yang selanjutnya dapat selalu belajar dari kekurangan-kekurangan 
tiap-tiap angkatan sehingga semakin sempurna pelaksanaannya. 
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· Untuk panitia selanjutnya tetap menjaga keterbukaan dengan 
peserta KKM agar mengurangi kesalahpahaman terlebih masalah 
keuangan. 
 
 Demikian saran yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat menjadi 
masukan yang bermanfaat untuk perbaikan ke depan bagi semua pihak yang 
terkait dalam kegiatan KKM. 
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